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BAB YV

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah peran politik pers
Surat Kabar Harian Kompas dalam kasus Rancangan Undang-Undang
Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada). Tujuan dari penelitian ini guna
mengetahui peran politik pers Surat Kabar Harian Kompas dalam kasus
RUU Pilkada tersebut.

Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan
paradigma positivistik. Peneliti pun menggunakan metode penelitian
analisis isi kuantitatif yang lebih memfokuskan pada isi komunikasi yang
tersurat mengenai RUU Pilkada tersebut.

Berdasarkan hasil temuan dan analisis, sebagaimana telah
diuraikan dalam bab IV, maka dapat disimpulkan hasilnya sebagai berikut.

1. Surat Kabar Harian Kompas mengambil peran politik sebagai

Agent of Restraint (Agen Pengawasan) dalam kasus Rancangan
Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada)
selama sekitar sebulan, yakni mulai dari 30 Agustus hingga 26
September 2014. Dalam peran ini, Harian Kompas cenderung
bersikap kontra terhadap pemerintah, yang artinya tidak
mendukung pengembalian pemilihan kepala daerah yang semula

langsung menjadi pemilihan oleh Dewan Perwakilan Rakyat
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Daerah (DPRD). Adapun perangkat kategorisasi yang peneliti
gunakan adalah judul, isi, dan narasumber dalam artikel. Ketiga
kategorisasi tersebut terbukti efektif untuk menggambarkan
peran politik pers Harian Kompas.

. Hasil penelitian pun memperlihatkan bahwa Surat Kabar Harian
Kompas memiliki agenda dan sikap kontra terhadap RUU
Pilkada. Hal itu terlihat pada hampir seluruh artikel yang
menyatakan kontra dan turut dibenarkan oleh Redaktur
Pelaksana Surat Kabar Harian Kompas James Luhulima melalui
wawancara langsung dengannya.

. Sementara, untuk pemilihan narasumber dalam kasus RUU
Pilkada pada Harian Kompas lebih banyak menampilkan
narasumber kelompok elite, yakni sebesar 66,9% atau dengan
frekuensi sebanyak 115. Sementara, untuk kelompok elite
sebesar 31,4% atau sebanyak 54 narasumber dan hanya 1,7%
narasumber yang berasal dari publik atau masyarakat umum.
.'Porsi sebuah isu mengenai RUU Pilkada dalam agenda
pemberitaan Harian Kompas dianggap memiliki peranan penting
yang dianggap sebagai agenda publik, di mana juga

memengaruhi ke dalam agenda kebijakan.
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5.2 Saran
5.2.1 Praktis

1. Pers diharapkan dapat terus memperkaya diri dengan melakukan

ini, pers tidak hanya
i saja, melainkan

ooa mendalam

peran politik pers dengan

melihatnya dari adigma kritis ataupun konstruktivis.
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